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ABSTRACT 

Finding the Tax Review Analysis of the Calculation of Annual Notification Letters for the 

Period of CV is the aim of this study. Design by Prema. Qualitative methods were employed 

to obtain data for the study through interviews and documentation. This study employed 

engineering triangulation as a data analysis method. Gathering data, condensing data, 

presenting data, and generating conclusions are the tasks involved in data analysis. The 

investigation's findings are CV. Prema Design has reported VAT and PPh Article 21 

properly and correctly according to existing regulations. This is proven by the equalization 

of VAT in 2023 and PPh article 21 which does not cause a difference. Based on the 

profit/loss report of CV. Prema Design throughout the time frame of January 1, 2023, to 

December 31, 2023, it is evident that the computation of fiscal adjustments was accurate, 

either negative fiscal corrections or positive fiscal corrections”. 
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PENDAHULUAN 

Pajak adalah sumber utama pendanaan belanja negara dan berperan penting dalam 

perekonomian. Jenis pajak bervariasi tergantung pada badan yang memungutnya (Riftiasari, 

2019). Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP), pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara 

berdasarkan undang-undang. Pajak tidak memberikan imbalan langsung, melainkan digunakan 

untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik, demi 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

Sistem pemungutan pajak adalah metode yang dipakai guna menghitung dan mengumpulkan 

pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. UU No.10 Tahun 1994 mengatur 

subjek dan objek pajak, termasuk ketentuan pemungutan pajak. Setiap negara memiliki sistem 

yang berbeda, sedangkan Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak: Official Assessment 

System, Withholding System, dan Self Assessment System. Menurut penelitian Nisa (2017), 

Official Assessment System merupakan teknik pemungutan pajak yang memberi kewenangan 

kepada otoritas pajak. Otoritas pajak bertugas menetapkan kewajiban pajak tahunan wajib pajak 

sesuai peraturan yang berlaku. Melalui pendekatan Self Assessment atau teknik pemungutan 

pajak, wajib pajak memiliki kewenangan. Wajib pajak akan menghitung kewajiban pajak 
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tahunan sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme pemungutan pajak yang disebut mekanisme 

With Holding memberikan kewenangan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Tanggung jawab 

pengawasan pelaksanaan Sistem Penilaian Sendiri berada di tangan Account Representative. 

Self Assessment System ini diharapkan akan memberikan dampak yang besar terhadap 

penerimaan negara. Upaya, peran, dan sikap proaktif wajib pajak yang secara sukarela 

memenuhi kewajiban perpajakannya juga dapat membantu tercapainya harapan tersebut. Dengan 

adanya Self Assessment System secara tidak langsung mewajibkan pelapor mengetahui apa saja 

komponen yang masuk dalam pelaporan pajak. Namun, masyarakat merasa tertekan dengan 

sistem ini karena harus mendaftar sebagai wajib pajak, menyampaikan SPT, menghitung pajak 

terutang, dan memenuhi kewajibannya. Selain itu, masyarakat masih kurang memahami proses-

proses yang terlibat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ini ialah kelemahan dalam Self 

Assessment System yang menyebabkan masyarakat kurang giat dalam memenuhi semua 

kewajibannya. Pembentukan SP2DK terkadang disebabkan oleh kelemahan Self Assessment 

System yang mengakibatkan wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawab pelaporannya sesuai 

peraturan yang berlaku dan otoritas pajak menemukan adanya dugaan kurang lapor atau kurang 

bayar. 

Surat yang dikirimkan ke wajib pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disebut 

Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK yaitu surat yang 

meminta keterangan dan/atau data kepada wajib pajak terkait dengan dugaan tidak terpenuhinya 

kewajiban perpajakan atau dugaan kurang bayar atau lebih bayar dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai peraturan perpajakan. Setelah kewajiban perpajakan atau berakhirnya masa 

pajak, SP2DK dapat diterbitkan pada tahun pajak atau dalam periode 5 tahun setelah tahun 

pajak. Wajib Pajak bisa melakukan konfirmasi surat tersebut dengan menghubungi KPP yang 

menerbitkan SP2DK secara langsung setelah menerimanya. Dalam praktiknya, wajib pajak 

diharapkan melakukan verifikasi terhadap data atau keterangan yang diberikan.  

CV. Prema Desain merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengujian tanah (soil 

test), yang beralamat di Jl. Gn Andakasa, Kamboja 1a 6, Denpasar Bali. Perusahaan ini didirikan 

pada tanggal 16 April 2002 dengan bergerak dibidang jasa konsultasi teknik yang khusus 

menangani bidang penyelidikan tanah (soil investigation & enginering) dimana telah ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. CV. 

Prema Desain mempunyai tenaga kerja berjumlah 28 orang. CV. Prema Desain menerima surat 

pada 9 Agustus 2023 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat yang berisi 

permintaan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak (SP2DK) terkait dengan beberapa 
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kejanggalan dalam laporan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dugaan tidak terpenuhinya 

kewajiban perpajakan. Berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat 

bahwa pada tahun pajak 2019 CV. Prema Desain menerima SP2DK karena terdapat faktur pajak 

yang sudah approved namun, tidak dilaporkan pada SPT tahunan. Terdapat selisih antara biaya 

gaji yang di laporkan dalam SPT tahunan PPh Badan dengan penghasilan bruto dalam SPT PPh 

21 dan terdapat faktur pajak yang seharusnya diterbitkan atas transaksi yang telah dipotong PPh 

23. 

Menurut Villos (2011), tax review adalah prosedur untuk memeriksa setiap transaksi wajib 

pajak guna mengetahui berapa besar pajak yang seharusnya terutang dan berapa besar pajak yang 

seharusnya timbul dari setiap transaksi wajib pajak. Penilaian kewajiban pajak wajib pajak 

adalah tujuan utama dari proses pemeriksaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, 

yang bertujuan untuk memastikan apakah wajib pajak telah mematuhi peraturan perpajakan atau 

tidak (Sumarsan, 2015). Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tax 

review pada CV. Prema Desain dengan judul “Analisis Tax Review Atas Surat Pemberitahuan 

Tahunan CV. Prema Desain Tahun Pajak 2023” untuk mengetahui apakah terdapat potensi 

pajak yang belum dibayarkan serta apakah proses pembuatan pelaporan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) masa dan tahunan ditahun berikutnya sudah mengikuti peraturan perpajakan. 

KAJIAN PUSTAKA 

Oktaviani dan Apriliawati (2021) berjudul Pelaksanaan Tax Review Pajak Penghasilan 

PT Kharisma Barokah Muliatama sebagai Strategi Perencanaan Perpajakan dengan hasil 

perusahaan belum melaksanakan pembukuan secara optimal. Ini dikarenakan tidak semua biaya 

yang dilaporkan akurat. PT. Kharisma Barokah Muliatama hanya mencatat biaya-biaya yang 

diestimasikan setiap kali keluar. Biaya yang seharusnya didokumentasikan tetapi tidak tercatat 

dalam pembukuan bisa saja ada. Di sisi lain, PT. Kharisma Barokah Muliatama telah mematuhi 

semua ketentuan perpajakan yang berlaku terkait penyetoran dan pelaporan. 

Widyawati dan Sudiana (2019) berjudul Pelaksanaan Tax Review Pajak Penghasilan PT. 

First Health Enterprises Tahun 2019. Dengan hasil ada estimasi kewajiban kontinjensi PT. First 

Health Enterprises dengan kemungkinan sanksi dan denda administratif atas keterlambatan 

pelaporan dan keterlambatan pembayaran. PT.First Health Enterprises belum memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan Pasal 21, 23, dan 4 ayat (2) tentang objek pajak, 

dengan nilai yang ditetapkan tidak boleh melebihi batas PPh 21, 23, dan 4 ayat (2). Penerapan 

sanksi perpajakan diindikasikan apabila terdapat pertentangan dengan ketentuan perpajakan pada 
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aspek yang dinilai. Korporasi akan memiliki kewajiban bersyarat untuk membayar sanksi 

perpajakan tersebut di kemudian hari.   

Andayani, dkk (2018) berjudul Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan dilakukan sebagai 

dasar penilaian kewajiban perpajakan pada sebuah yayasan pendidikan di Denpasar tahun 2018. 

Dengan hasil Yayasan telah memenuhi komitmennya untuk membayar PPh Pasal 21 dengan cara 

mengirimkan SPT sesuai jadwal. Namun karena penyetoran masih dilakukan dalam periode yang 

lebih lama dari yang diizinkan dan karena beberapa transaksi masih dikenakan PPh 21 tetapi 

tidak tercantum di laporan SPT atau belum dipotong PPh 21, maka hal ini tidak sepenuhnya 

sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menutupi kekurangan pembayaran tersebut, Yayasan harus 

menyampaikan pembetulan SPT. Yayasan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh 

Pasal 23 karena setelah dilakukan pemeriksaan terhadap setiap transaksi dalam laporan keuangan 

Yayasan, tidak ditemukan hal yang terkait dengan PPh Pasal 23. Dengan angsuran SPT PPh 

Pasal 25 yang disetorkan dan dilaporkan setiap bulan, maka Yayasan telah memenuhi 

kewajibannya untuk membayar PPh Pasal 25. Namun, belum sepenuhnya mematuhi persyaratan 

terkait, karena beberapa penyetoran dan laporan masih dilakukan melampaui waktu yang 

ditentukan. 

Setiawan dan Ery (2018) berjudul Aplikasi Peninjauan Pajak Sebagai Dasar Penilaian 

Kepatuhan Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan 

hasil wajib pajak dan peneliti yang memakai akun perjalanan dinas memiliki metode yang 

berbeda untuk menghitung koreksi fiskal. Kajian tersebut menyatakan bahwa perlu ada koreksi 

fiskal positif untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Wajib pajak dan peneliti menghitung 

penyesuaian fiskal pada akun biaya telepon secara berbeda, dan laporan serta catatan perusahaan 

yang membahas topik atau maksud perjalanan bisnis internasional yang berkaitan dengan operasi 

utama perusahaan tidak menguatkan hal ini. Pasal 9 huruf e UU No.36 Tahun 2008 menetapkan 

dasar penyesuaian biaya telepon 50%. Koreksi fiskal 100% dilakukan oleh perusahaan karena 

tidak dapat memberikan daftar nominatif biaya tersebut untuk akun biaya pemasaran. Selain itu, 

perusahaan melakukan koreksi fiskal sebesar 100% atas biaya hiburan karena hasil pemeriksaan 

PPN menunjukkan tidak terdapat perbedaan pemerataan penghasilan usaha antara laporan 

keuangan. 

Utari dan Malini (2021) berjudul Tinjauan Analisis Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alat 

untuk Menilai Kewajiban Kontinjensi di RSIA XYZ. Dengan hasil bahwa ketentuan perpajakan 

yang berlaku tidak dipatuhi dalam Tinjauan Pelaksanaan PPN di RSIA XYZ. Berdasarkan 

temuan kajian, RSIA XYZ secara formal telah mematuhi peraturan perpajakan dengan memakai 
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PPN atas objek pajak dan mewajibkan tarif dan pelaporan pajak. Namun, kepatuhan material 

RSIA XYZ terhadap setoran tidak memadai untuk pembayaran pajak pertambahan nilai. Ini 

didasarkan pada fakta bahwa PPN yang belum dibayar mencegah pembayaran PPN dilakukan 

selama Periode Desember 2019, sehingga terjadi kelebihan Pajak Masukan yang Dapat 

Dikreditkan Periode Desember. Karena kesalahan perhitungan, RSIA XYZ menyetor 

kekurangan pembayaran PPN dan melaporkan SPT PPN 1 yang Dikoreksi. 

 

METODE PENELITIAN 

Riset ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu data yang berupa bahasa lisan atau 

tulisan, perilaku, peristiwa, fenomena, pengetahuan, dan objek penelitian. Untuk mengkaji 

peristiwa kewajiban perpajakan CV. Prema Desain terkait dengan pembayaran PPN dan 

kewajiban pajak penghasilan badan, tujuan riset ini guna mengetahui omzet usaha yang tercatat 

dalam satu tahun pajak dengan melihat laporan keuangan fiskal dan komersial serta SPT Masa 

PPN. Gambar 3.1 menunjukkan kerangka konseptual untuk desain penelitian; 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Desain Penelitian 

Sumber: Data Diolah, 2024 

Analisis data yaitu proses mengelompokkan, mengkarakterisasi, mensintesis, menyusun 

pola, menentukan yang signifikan, dan menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami. 

Informasi dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data 

merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan, menurut Miles dan Huberman (1987). 
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Mengumpulkan data, meringkas data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan merupakan 

tugas yang terlibat dalam analisis data. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sejak reformasi pajak dilaksanakan pada tahun 1984 dan Sistem Penilaian Resmi 

diganti dengan Sistem Penilaian Mandiri, yang pada gilirannya memengaruhi perubahan pada 

sistem pelaporan pajak, pajak menjadi lebih bermasalah. Wajib pajak sepenuhnya dipercaya 

untuk menghitung, mempertanggungjawabkan, membayar, dan mencatat pajak mereka di 

bawah sistem ini. Di sisi lain, wajib pajak harus memahami secara akurat peraturan pajak 

karena kompleksitasnya dan perubahan yang terus-menerus. Hasil logis yang muncul ketika 

wajib pajak gagal memahami kewajiban pajak mereka adalah bahwa mungkin ada kenaikan 

pajak yang perlu dibayarkan sebagai akibat dari salah menafsirkan dan menerapkan UU pajak, 

dan bahkan mungkin ada penalti atau denda sebagai akibat dari kesalahan ini.  Menghindari 

timbulnya permasalahan perpajakan penting untuk Perusahaan membuat ekualisasi pajak.  

Salah satu cara untuk menilai tingkat keseimbangan dan kesesuaian satu jenis pajak 

dengan jenis pajak lain yang terkait yaitu pemerataan pajak. Hubungan antara jenis pajak dalam 

Pemerataan Pajak, baik sebagian maupun seluruhnya, ialah komponen laporan pajak yang 

menjadi bagian dari laporan pajak terkait. Dengan kata lain, pemerataan pajak merupakan cara 

untuk menyesuaikan pajak yang terkait dengan transaksi yang melibatkan komponen pajak. 

Prosedur penyetaraan Biaya/Penghasilan yang dapat dilaporkan dalam SPT yang disampaikan 

ke Kantor Pajak dengan Biaya/Penghasilan (Objek Pajak) yang dapat didokumentasikan dalam 

laporan keuangan disebut pemerataan. Oleh karenanya, pemerataan sangat penting guna 

menyelesaikan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan Badan dengan benar (Sigit, 2017). 

Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak subjektif yang kewajibannya terkait langsung 

dengan Subjek Pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Maka, penetapan berakhirnya 

kewajiban perpajakan subjektif tersebut sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum. 

Berikut definisi pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut oleh CV. Prema Design: 

PPh Pasal 21 adalah salah satu bentuk pemungutan pajak yang dikenakan kepada 

individu yang merupakan Subjek Pajak dalam negeri. Pajak ini mencakup berbagai jenis 

penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja, seperti gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan. Dasar PPh 21 Indonesia yang terbaru ialah Peraturan No.PER-32/PJ/2015 yang 

disahkan pada bulan Juni 2016 dan mengatur penyesuaian terhadap PTKP. Berikut Ekualisasi 
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SPT PPh pasal 21 tahun 2023: 

Tabel 4.1 Ekualisasi SPT Masa PPh21 dengan 

Laporan Keuangan Tahun 2023 
 

     
DPP Menurut SPT PPh 21 DPP Dalam Laporan Keuangan Selisih 

 
Biaya Gaji Jasa B Lain 

 
242.670.000 242.670.000 - 

 
- 

     

     
Sumber: Data Diolah, 2024 

CV. Prema Desain telah melakukan pencatatan SPT PPh 21 secara tepat dan benar sesuai 

ketentuan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Ini dibuktikan dengan pemerataan SPT PPh Pasal 

21 tahun 2023 yang tidak berdampak. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang atau 

Jasa Kena Pajak di Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai UU No.7 Tahun 2021. 

PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, dikenal sebagai Pajak 

Konsumsi, dan dipungut pada setiap tahap transaksi oleh Wajib Pajak yang memenuhi syarat 

sebagai PKP. Pajak ini diterapkan pada semua barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok 

seperti beras, kecuali ada ketentuan yang mengecualikan. PPN berfungsi meningkatkan 

pendapatan negara dan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. 

Tarif PPN resmi telah naik menjadi 11% dan 12% dalam UU tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan DPR. Tarif PPN sebelumnya hanya 

10%. Kenaikan ini akan mulai berlaku pada tahun 2022. Upaya kenaikan tarif PPN dalam RUU 

HPP sebagai bagian dari reformasi UU Perpajakan tengah dilakukan. Tarif pajak pertambahan 

nilai direncanakan dinaikkan secara bertahap dari 11% menjadi 12%, padahal dalam UU PPN 

hanya mengatur kisaran tarif pemungutan PPN maksimal 15%. Untuk menetapkan tarif baru ini, 

diperlukan pengaturan lebih lanjut. Tujuan pemungutan PPN sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPN 

mencakup beberapa aspek yakni pemanfaatan BKP, ekspor BKP, penyerahan dan impor BKP 

memastikan transaksi perdagangan dikenakan pajak yang adil. 

Pada CV. Prema Desain sudah melakukan pelaporan PPN secara tepat dan benar sesuai 

ketentuan. Hal ini dibuktikan dengan ekualisasi PPN tahun 2023 yang tidak menimbulkan 

selisih. Berikut adalah Ekualisasi PPN tahun 2023: 
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Tabel 4.2 Ekualisasi Masa SPT PPN dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 

No 

 DPP Menurut 

SPT PPh 4(2)  DPP Dalam Laporan Keuangan Selisih 

     Pendapatan   Sewa      

1. 471.437.838,00 471.437.838,00 

                                                  

-    
 

                           

-    

      
            

  Sumber: Data diolah, 2024 

Dari hasil ekualisasi laporan keuangan CV. Prema Desain dengan adanya biaya yang 

terdokumentasi dalam laporan keuangan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 

2023, maka tidak ada perbedaan jumlah biaya yang seharusnya dicakup dalam SPT PPh Pasal 

21 dan SPT PPN. 

Tax Review Koreksi Fiskal dan Perhitungan Surat Pemberitahuan Tahuan Masa CV. 

Prema Desain Tahun 2023 

Koreksi fiskal yaitu tugas yang dilakukan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari prosedur 

pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian. Ketidaksesuaian dapat terjadi antara laporan keuangan 

komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan sistem fiskal, maka 

WP melakukan pencocokan laporan keuangannya pada tahap ini. Tujuan dari laporan keuangan 

komersial adalah untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan kinerja ekonomi organisasi secara 

keseluruhan. Laporan keuangan dari sistem fiskal beroperasi dalam kaitannya dengan hubungan 

perpajakan untuk sementara waktu. Mengetahui kebijakan anggaran seseorang diperlukan 

sebelum melakukan koreksi apa pun. Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditetapkan dengan memakai 

hasil penyesuaian koreksi fiskal sebagai pedoman dalam mematuhi peraturan dan ketentuan 

perpajakan yang berlaku.  

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia dikenakan berbagai pajak, ini mencakup PPh 

21, PPh Pasal 22, 23, 25, PPh 4 Ayat 2 (final), PPh 26, serta PPN dan PPnBM. UU No. 36 Tahun 

2009 mengatur dua jenis koreksi fiskal: negatif, yang mengurangi laba kena pajak atau PPh 

terutang, dan positif, yang biasanya disebabkan oleh biaya yang tidak diakui pajak menurut Pasal 

9 UU Pajak Penghasilan. Ini dikarenakan biaya komersial lebih rendah daripada biaya fiskal dan 

penghasilan lebih besar daripada penghasilan fiskal. Penghasilan dari kegiatan usaha yang bukan 

merupakan objek kena pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh final merupakan contoh 

penyesuaian negatif (Pasal 4 ayat 2 UU PPh). Omzet kotor laporan pajak penghasilan badan 
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tahunan harus memiliki perbaikan fiskal positif untuk mencapai keseimbangan antara pelaporan 

berkala dan tahunan. 

Tabel 4.3 Tabel Rekonsiliasi Fiskal Cv. Prema Desain Tahun Pajak 2023 

Menurut Perusahaan 

Deskripsi   Komersial  
Penyesuaian Fiskal 

 Fiskal  
 Positif   Negatif  

Pendapatan Usaha 
    

471.437.838,00  
    

           

471.437.838,00  

Beban Diskon     

Retur Pendapatan     

Total Pend. 

Bersih 
471.437.838,00   471.437.838,00 

     

Beban umum 

Perusahaan 
        

Beban Gaji 
    

292.330.000,00  

          

49.660.000,00  
  

           

242.670.000,00  

Beban Listrik dan 

air 

        

6.936.000,00  
    

               

6.936.000,00  

Beban Internet 

dan telepon  

        

5.400.000,00  
    

               

5.400.000,00  

Beban Kebersihan 
        

1.500.000,00  
    

               

1.500.000,00  

Beban Konsumsi 
        

1.200.000,00  
    

               

1.200.000,00  

Beban Sanksi 

Pajak 

      

22.882.532,00  

          

22.882.532,00  
  

                                

-    

Beban 

Penyusutan 

      

13.750.000,00  
    

             

13.750.000,00  

Total Beban 

Umum dan 

Administrasi 

    

343.998.532,00  
  

                             

-    

           

271.456.000,00  

Laba Rugi 

Operasional 

    

127.439.306,00  
    

           

199.981.838,00  

     

Pendapatan 

Bunga Bank 
    

Beban Pajak 

Bunga 
    

Total Beban 

Umum dan 

Administrasi 

    

Laba Rugi 

Setelah Pajak 
127,439,306   199.981.838,00 

     

Beban Pajak PPh 

21 
    

Beban Pajak PPh 

23 
    

Beban Pajak PPh 

4 (2) 
    

Beban Pajak PPh 

29 

             

21.997.910 

             

21.997.910 
-  
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Total Beban 

Umum dan 

Administrasi 

             

21.997.910 
   

Laba Rugi 

Setelah Pajak  105,441,396 94,540,442  -  
199.981.838,00 

PPh Terhutang 
      

             

21.997.910 

Sumber: CV. Prema Desain, 2024 

Dari hasil rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan terlihat sudah dilakukan koreksi 

fiskal positif terhadap beberapa biaya yang dilaporkan secara berlebih yakni terkait dengan 

beban gaji, beban sanksi pajak, dan beban pajak PPh 29. Untuk memastikan apakah koreksi 

yang dilakukan perusahaan sudah benar maka peneliti juga membuat rekonsiliasi fiskal yang 

disesuai dengan aturan perpajakan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Tabel Rekonsiliasi Fiskal CV. Prema Desain Tahun Pajak 2023 

Menurut Peneliti 

Deskripsi   Komersial  
Penyesuaian Fiskal 

 Fiskal  
 Positif   Negatif  

Pendapatan Usaha 
    

471.437.838,00  
    

           

471.437.838,00  

Beban umum 

Perusahaan 
        

Beban Gaji 
    

292.330.000,00  

          

49.660.000,00  
  

           

242.670.000,00  

Beban Listrik dan 

air 

        

6.936.000,00  
    

               

6.936.000,00  

Beban Internet 

dan telepon  

        

5.400.000,00  
    

               

5.400.000,00  

Beban Kebersihan 
        

1.500.000,00  
    

               

1.500.000,00  

Beban Konsumsi 
        

1.200.000,00  
    

               

1.200.000,00  

Beban Sanksi 

Pajak 

      

22.882.532,00  

          

22.882.532,00  
  

                                

-    

Beban 

Penyusutan 

      

13.750.000,00  
    

             

13.750.000,00  

Jumlah Biaya 

Operasional 

    

343.998.532,00  
  

                             

-    

           

271.456.000,00  

Laba Rugi 
    

127.439.306,00  
    

           

199.981.838,00  

PPh Terhutang 
      

             

21.997.910 

Sumber: Data diolah, 2024 

Berdasar Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 koreksi fiskal yang dibuat perusahaan dengan penelitian 

menghasilkan nilai yang sama dengan perbandingan yakni: 

Tabel 4.5 Perbandingan Rekonsiliasi Fiskal 

No  Keterangan  

 Menurut 

Perusahaan   Menurut Peneliti  Selisih 
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1 

 Penghasilan Netto 

Fiskal  

       

199.981.838  

                              

199.981.838  

                           

-    

2  PPh Terhutang  

         

21.997.910  21.997.910 

                           

-    

3  Kredit Pajak  

           

5.763.856  

                                   

5.763.856  0 

4  PPh Kurang Bayar  

         

16.234.054  

                                 

16.234.054  

                           

-    

5  Sanksi    

                           

-    

6  Potensi Pajak Yang Masih Dibayar    

                           

-    

Sumber: Data diolah, 2024 

Dari laporan laba rugi CV. Prema Desain periode 1 Januari 2023-31 Desember 2023, 

terlihat tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan koreksi fiskal, baik positif maupun negatif. 

Ini dikarenakan PSAK 46 dan UU PPh dianut dalam seluruh perhitungan dan pengukuran 

koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif yang terdapat pada CV. Prema Desain ada tiga, yaitu, pada 

beban gaji yang dimana terjadi kelebihan pelaporan sebesar Rp. 49.660.000, beban sanksi 

pajak, dan beban pajak PPh 29. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Hasil riset ini menghasilkan kesimpulan bahwa CV. Prema Desain telah melakukan 

pelaporan PPh Pasal 21 dan PPN secara tepat dan benar sesuai ketentuan. Hal ini dibuktikan 

dengan ekualisasi PPN tahun 2023 dan PPh pasal 21 yang tidak menimbulkan selisih. Selain 

itu, berdasar temuan pemeriksaan pajak laporan laba rugi, perusahaan mungkin ingin 

mempertimbangkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah agar wajib pajak dapat 

sepenuhnya merealisasikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus melakukan 

pemeriksaan pajak secara berkala atau teratur. Koreksi fiskal positif yang terdapat pada CV. 

Prema Desain ada tiga, yaitu, pada beban gaji yang dimana terjadi kelebihan pelaporan sebesar 

Rp. 49.660.000, beban sanksi pajak, dan beban pajak PPh 29. Agar wajib pajak terhindar dari 

sanksi administratif dan menjadi subjek pemeriksaan otoritas pajak, ini dapat menjadi salah 

satu upaya mereka. Temuan laporan akhir ini dapat menjadi peta jalan untuk meningkatkan 

fitur terkait pajak, memungkinkan wajib pajak guna mematuhi persyaratan hukum dan 

membayar pajak tepat waktu. Kesalahan dalam pencatatan transaksi bisnis dan ketidakakuratan 

dalam perhitungan pajak dan akuntansi yang mengakibatkan objek pajak tidak dipotong dapat 

menjadi panduan untuk membuat laporan dan rekonsiliasi yang lebih tepat. 
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